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TENTANG

RENCANA EERJA PEMERINTAH DAERAH (REPD)
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SORONG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalamm rangka penyelenggaraan tuga-tugas
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di
Kabupaten Sorong Selatan agar dapat dilakukan secara
berdayaguna dan berhasil guna, maka diperlukan adanya
dokumen perencanaan pembangunan daerah yang
konsisten dan selaras dengan upaya pencapaian visi dan
misi Kabupaten Sorong Selatan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
setiap tahun dengan Peraturan Daerah sebagai
perwujudan pengelolaan Keuangan Daerah, perlu disusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
vang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) sebagaimana ketentuan dalamPasal 17
ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang
— Undang WNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pemerintah
daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerinm%}l




Mengingat
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Daerah yang merupakan Rencana Kerja Tahunan
Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimalksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Sorong Selatan.

1. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun

1945, pasal 18 ayat (6) Pemerintah Daerah berhak
menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan -
Peraturan lain untuk melaksanakan Otonomi dan Tugas
Pembantuan;

. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua {(
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4151);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan
Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua
{Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4245).

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

kK

Indonesia Nomor 4421)



6. Undang-Undang = Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana tfelah diubah dengan Undang-Undang
Nomor8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548).

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025.

9, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;

12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Permnbangunan Daerah;

14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-20 1M;,l
~
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15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rencana  Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peratuean Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

17.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 04

18,

15.

Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2017-
2022 (Noreg Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat :
4/300/2017);

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 02

Tahun 2016 tentang Strtuktur dan Kelembagaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sorong
Selatan,

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 04
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun
2005-2025.

20.Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Selatan Nomor 05

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun
2016-2021.

21.Peraturan Bupati Sorong Selatan Nomor 22 Tahun 2017

tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2016—2021“&;




Menetapkan :

MEMUTUSEKAN

PERATURAN BUPATI SORONG SELATAN TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (REPD)
KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2020

Pasal 1
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan
Tahun 2020 yang selanjutnva disebut RKPD Kabupaten
Sorong Selatan Tahun 2020, adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu
Tahun 2020 yvang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 2
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan
Tahun 2020 merupakan landasan dan pedoman operasional
bagi Perangkat Daerah Kabupaten Sorong Selatan dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
Tahun 2020.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan
Tahun 2020 sebapai pedoman  dalam
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Sorong Selatan Tahun
2020

Pasal 4
1. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 terdiri
dari :
BABE I PENDAHULUAN
BABII GAMBARAN UMUM HONDISI DAERAH ﬂc’z



Diundangkan di : Teminabuan

Pada tanggal

SEKRETARIAT DAERAH
nﬁ\mummn SORONG SELAT

BAB Il KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
EEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BABV RENCANA KERJADANPENDANAAN DAERA
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
TAHUN 2016 DAN CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

2. Lampiran Matrik Rencana Program dan Kegiatan beserta
pagu indikatif pendanaan, lokasi dan Perangkat Daerah
pelaksana menurut bidang urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 adalah bagian
yang tidak terpisahkan dari ayat {1} dimaksud.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong Selatan.

: Teminabuan

2 Jual ovg
I SORONG SELATAN

DANCE YULIAN FLASSY,S.E.,M.Si

PEMBINA UT. MADYA (IV/D)
NIP. 19630712 199610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG SELATAN TAHUN 2019 NOMOR :




